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WALI KOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR 

     NOMOR 34 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA MAKASSAR, 

 

 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesi Nomor 4250); 

 

4. Undang-Undang . . . 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

 

8. Undang-Undang . . . 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaiman telah diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6856) 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan  

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2022   Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

 

13. Peraturan . . . 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100) Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

         21. Peraturan Daerah.... 
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21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Makassar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Makassar Tahun 2022 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Makassar Tahun 2023 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

 

Pasal 1  

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas : 
1. Pendapatan   

 a. Pendapatan Asli Daerah     Rp1.410.813.774.025,23   

 b. Dana Perimbangan 
        

Rp2.167.571.812.217,27   

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 8.948.344.000,00   

 Jumlah Pendapatan      3.587.333.930.242,50  
    

2. Belanja   

 a. Belanja Operasi   

      1) Belanja Pegawai Rp1.186.402.637.709,00   
      2) Belanja Barang dan Jasa Rp1.678.033.622.882,34   
      3) Belanja Bunga                                    -   
      4) Belanja Subsidi                                       -   
      5) Belanja Hibah  Rp205.442.950.919,00   
      6) Belanja Bantuan Sosial  Rp11.188.605.000,00   

    Rp3.081.067.816.510,34  
    
 b. Belanja Modal   
      1) Belanja Modal Tanah  Rp9.985.028.700,00   
      2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Rp264.759.654.213,00   
      3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan  Rp37.320.249.236,00   
      4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi  Rp115.752.976.983,00   
      5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  Rp20.403.101.867,00   
      6) Belanja Modal Aset Lainnya  Rp2.074.817.750,00   

    Rp450.295.828.749,00  

c. Belanja Tidak Terduga . . . 
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 c. Belanja Tidak Terduga   
     1) Belanja Tidak Terduga  Rp17.699.338.950,00   

 Jumlah Belanja   Rp17.699.338.950,00  

    Rp3.549.062.984.209,34  
    

3. Transfer   

 a.Transfer/Bantuan Keuangan   
   1) Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya               1.000.000.000,00   
 Jumlah Transfer             1.000.000.000,00  

              1.000.000.000,00  

    
            37.270.946.033,16  
    
4 Pembiayaan    
 a.Penerimaan             722.764.822.643,65   
 b.Pengeluaran               7.500.000.000,00   

 Jumlah Pembiayaan Neto         715.264.822.643,65  

    

 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan        752.535.768.676,81  

   
 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran.  
 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 
 

 

Pasal 5 

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 
 

 
 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

 
 

    Ditetapkan di Makassar 
    pada tanggal  14 Agustus 2023 

 

WALI KOTA MAKASSAR, 

TTD 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

 

 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 14 Agustus 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

 
TTD 

 
M. ANSAR 

 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 34 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Makassar 
 

 

 

DANIATI 
 


